
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR I TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2077-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Qanun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun
2077 -2022;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera lJtara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;

3= tJndang-t-Jnel-ang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor i72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO+ tentang Pemeriksaan
Pengeioiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L;
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Oa4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 44381;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oo1 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia i,[omor
a6331;

9. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan jangka Fanjang I\asional Tahun 2005 2A2S
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TOOI;

i0. Unrjang*Undang Norrror 23 Tairun20i4 terrtang Perrrerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2a75 i{omor 58 Tambahan Lembaran i.[egara
Republik Indonesia Nomor 56791:

1 1. Undang-undang Nomor 30 rahun 2014 tentang Administrasi
Pemerirr'uahan (Lembaran i.tregai=a Repubiik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah N'omor 56 Tahun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1,O
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah(Lernbaran Negara Republik indonesia Tahun 2010
Nomor 11o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

13. Pei"aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran,
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
Nomor a6l5);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Peru,akiian Raicyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 19, Ta-mLra-ha-n LemLra_ra-n Negara_ Republik Inclonesia
Nomor 46931:

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7*l;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan.
Tata Cara Penlrusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik inrionesia Nomor 5i65);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AiO Nomor i23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tallun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengaw-asan Pen5reienggaraart Pemerintairan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oall;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2077 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Repubiik irrdonesia lionror 3i0);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI3 Nomor la25l;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2Ol4 tentang Pokok-Pokok
Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2A1.4 Nomor
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
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25. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2OOT Nomor 07, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pidie Nomor 07):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Meneta-rrka-n : OANIJN KABLIPATEN PIDIE TENTANG RENCANA---r------ 
iBnaeeNGUNlN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUpATEN
PIDIE TAHUN 2OL7-2O22,

I]AB I
KETENTUAN UMU

Pasal L

Daerah adalah Kabupaten Pidie.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyeienggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adaiah Bupati Pidie.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
n:-1 :-TILIIU

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen rencana pembangunan daei'ah untuk periode 5
(lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan
program kepala daerah terpilih Tahun 2OL7-2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang
selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Pidie adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
\,/isi adalah r.rmusan urnum rnengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan Lrmum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk me',t-ujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

10. Kebijakan adalah arah atau tinciakan yang diambii oie
Pemerintah Daerah untuk mencapai tuj an.
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11. Program adalah instrument kebijakan yang bersisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
aiokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Pidie
berdasarkan visi, misi, dan
Tahun 2Oi7-2O22,

(2) RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2Ol7-2O22 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen
perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2Oi7-2O22 serta
menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pidie
setiap tahun.

(3) RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.

(4) RPJMD berfungsi sebasai

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam men5rusun Renstra
Perangkat;

b. bahan penjrusunan dan penyesuaian Renstra Perangkat
Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;

c. pedcrnan pemerintah Caerah dalarn men)-.Lsun RKPD; dan

d. acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

(5) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi
dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD
yang d-ija-barkan da-lam Renstra- Pera-ngkat Daera-h.

(2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
perencanaan daerah mengkoordinasikan proses pen)rusunan
Renstra Perangkat Daerah dan melaksanakan verifikasi
terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah. /

/.

Tahun 2OL7-2022 disusun
program kepala daerah terpilih
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BAB III
SISTEMATIKA

Pasai 4

(1) RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
/1 A II/TD A DA I\T IIErT TA NTr\ A I\T T\A EtD   LI\I .r1IYIL'NI.\JAI I I\I-, \J r.l.I I \II1II IJN.IJI\.r1I I

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

PENUTUP

BAB I

BAB II
DAD TTTL'NL' IT-T

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
l^1^- t ^-. ^:--^- --^^1-^-- l---i L:)-1- L-,--^:^^l-l-^-^Oaiam Lampiran yang mei UpaKan Oagi -LiGaK tei piS&trrKeil
dari Qanun ini;

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RPJMD

Pasai 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan

Pasal 6

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara
penylrsunan rencana pembangunan daerah sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
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Pasal 7

Perubahan RP'IMD seba-gaimana dimaksuel dalam pasal 6
ditetapkan dengan Qanun.

Pasal B

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian
sasaran akhir RP-IMD, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB
PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 Juli 2018M

I o Zulkaidah 1439H

Diundangkan di
Pada tanggal

: Sigli
: ?_? Juli 2018 M

lo Zulkaidah 1439 H

T / T IT T\Z A T\Trvl (J trl L t1^l) I

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : g I aT l2ot8)

BUPATI PIDIE, /


